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Jakarta, 1 Februari 2021 – Mahkamah Konstitusi akan menggelar Pemeriksaan Persidangan Perkara Perselisihan 

Hasil Pemilihan (PHP) Bupati Manggarai Barat dan Bupati Yalimo Tahun 2020 pada Senin (01/2) pukul 11.00 WIB. 

Persidangan yang digelar dalam Majelis Hakim Panel 3 ini akan dipimpin oleh Hakim Konstitusi Arif Hidayat, dan 

didampingi Hakim Konstitusi Manahan M. P. Sitompul dan Hakim Konstitusi Saldi Isra.  

 

Majelis Hakim akan memeriksa dua perkara, yakni perkara Nomor 50/PHP.BUP-XIX/2021 untuk PHP Kada 

Kabupaten Manggarai Barat dan perkara Nomor 97/PHP.BUP-XIX/2021 untuk PHP Kada Kabupaten Yalimo. Pada 

sidang ini akan MK akan mendengarkan jawaban KPU masing-masing daerah selaku Termohon, Keterangan Pihak 

Terkait, dan Keterangan Bawaslu.  

 

Dalam sidang Pemeriksaan Pendahuluan, Selasa (26/01),  perkara Nomor 50/PHP.BUP-XIX/2021 yang dimohonkan 

oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Manggarai Barat Nomor Urut 2, Maria Geong dan Silverius Sukur 

diwakili Eleonarius Dawa selaku kuasa hukum menyampaikan permohonan pembatalan Keputusan Komisi 

Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai Barat Nomor 127/PL.02.6-Kpt/5315/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan 

Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2020. 

Paslon Nomor Urut 2 tersebut mendalilkan adanya pelanggaran secara sistematis, terstruktur dan masif baik yang 

dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai Barat (Termohon) maupun yang dilakukan oleh 

Pasangan Nomor Urut 3 (tiga) Edistasius Endi dan Yulianus Weng. 

Adapun berbagai pelanggaran tersebut telah dipersiapkan secara terencana sejak awal, mulai dari proses penetapan 

calon bupati dan wakil bupati, proses kampanye dan masa tenang, saat pencoblosan hingga proses rekapitulasi 

penghitungan suara di tingkat Kabupaten. Selain itu, terdapat pula sejumlah kecurangan administrasi pemilihan 

seperti: adanya upaya penghalangan penggunaan hak pilih oleh Termohon, adanya praktik politik uang oleh tim 

pasangan calon nomor urut 3 (tiga) yang terjadi di wilayah kecamatan Lembor dan Lembor Selatan. Tim Pasangan 

ini juga mengintimidasi terhadap masyarakat sekitar yang dilakukan oleh Kepala Desa Surunumbeng.  Selain itu, 

Pemohon menjelaskan KPU Kabupaten Manggarai Barat membuka kotak suara di luar jam pleno di kecamatan dan 

tanpa sepengetahuan saksi paslon, tidak membuat DPT secara benar yang berakibat hilangnya hak pilih. 

 

Selanjutnya pada hari yang sama, Damang selaku Kuasa hukum Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Yalimo 

Nomor Urut 2 Lakius Peyon dan Nahum Mabel, menjabarkan permasalahan perolehan suara di Kecamatan atau 

Distrik Welarek. Berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Yalimo Nomor 55/PL.02.6-

Kpt/9122/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati 

dan Wakil Bupati Yalimo Tahun 2020 Tanggal 18 Desember 2020, Pemohon pada distrik tersebut memeroleh 

18.094, sedangkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Yalimo Nomor Urut 1 Erdi Dabi dan John W. Willi 

memeroleh 3.716 suara. Menurut Pemohon, seharusnya pihaknya memeroleh 21.810 suara. Sedangkan Pasangan 

Calon Bupati dan Wakil Bupati Yalimo Nomor Urut 1 Erdi Dabi dan John W. Willi, menurut Pemohon, memeroleh 0 

suara. (FY). 
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